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SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA MUSRENBANG RKPD 
PROVINSI MALUKU TAHUN 2020
Ambon, 9 April 2019

Yth.	Sdr.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
Yth. Sdr.	Gubernur Maluku;
Yth.	Sdr. 	Ketua DPRD Provinsi Maluku;
Yth. Sdr.	Unsur Pimpinan Instansi Vertikal;
Yth. Sdr.	Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
Yth. Sdr.	Bupati dan Walikota Se-Provinsi Maluku;
Yth. Sdr.	Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku;
Yth. Sdr.	Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi; 
Para undangan serta Hadirin yang berbahagia. 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2020, dalam keadaan sehat wal-afiat.  
Pada kesempatan ini, Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas penyelenggaraan forum Musrenbang yang mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan daerah Provinsi Maluku, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program/kegiatan yang diusulkan, sehingga tercapai kesepakatan terhadap materi rancangan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020, yang selanjutnya diajukan ke forum Musrenbangnas.

Hadirin peserta Musrenbang yang  saya hormati,
(Slide 3-5)
Saya berharap bahwa pemilihan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan” pada Musrenbang RKPD Maluku Tahun 2020, dapat mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Selanjutnya, penetapan tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 diterjemahkan kedalam Prioritas-Prioritas Daerah yang nantinya dituangkan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 serta diimplementasikan kedalam APBD Tahun 2020 antara lain:
1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau
4. Optimalisasi pengelolaan SDA dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata
6. Peningkatan  suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata
7. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul
Selain Penyelarasan tema antara RKP dengan RKPD dalam penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 juga perlu memperhatikan:
1. Tema pembangunan wilayah Maluku yaitu Pusat pengembangan pangan, perikanan dan energi 
2. Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:
a. Pengembangan kawasan strategis Ambon
b. Pengembangan Kota Pelabuhan di Ambon 
3. Wilayah rawan bencana. Provinsi Maluku merupakan provinsi yang termasuk kedalam wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Beberapa Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Maluku, merupakan Kabupaten/Kota dengan Indeks Resiko Bencana (IRB) dengan kategori tinggi dan sedang. Selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir yakni Tahun 2014-2018 telah terjadi 60 kejadian bencana di wilayah Provinsi Maluku antara lain seperti gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor dan banjir.
 Kemudian, Saya masih memandang bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan ke depan dan “pekerjaan rumah” dalam mewujudkan visi Provinsi Maluku Tahun 2019-2023, yaitu: “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”. 

Hadirin peserta Musrenbang yang  saya hormati,
(Slide 6-11)
Saya ingin mengapresiasi hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan selama ini bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku yang ditunjukan dengan pencapaian indikator-indikator makro pembangunan Provinsi Maluku hingga Tahun 2018, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan dan terus dijaga antara lain sebagai berikut:
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2018 mencapai 6,34% berada di atas rata-rata Nasional yang sebesar 5,17%. Berdasarkan Tren pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Pertumbuhan ekonomi Maluku sebelumnya terlihat optimis terutama di tahun 2014, yang mencapai 6,7% kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan,  namun tetap berada diatas rata-rata Nasional.
2. Tingkat Kemiskinan
Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018 mencapai 17,85% berada di atas rata-rata Nasional yang sebesar 9,82%. Berdasarkan tren selama 5 (lima) Tahun terakhir yakni Tahun 2014-2018 menunjukan bahwa tingkat kemiskinan selalu mengalami penurunan walaupun persentasenya selalu berada diatas rata-rata Nasional. Pada Tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Maluku mecapai 19,26% dan menurun sekitar 2% di Tahun 2018.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku pada Tahun 2017 mencapai 68,19% berada di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 70,81% dan termasuk indeks pembangunan manusia dengan kategori sedang. Jika diperhatikan lebih lanjut berdasarkan tren selama 5 (Tahun) terakhir yakni Tahun 2013-2017, indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku cenderung terus mengalami peningkatan walaupun selalu di bawah rata-rata Nasional. Sebagai contoh, pada Tahun 2014 indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku sebesar 66,74 yang kemudian meningkat di Tahun 2015 menjadi 67,05 dan terus meningkat hingga Tahun 2017. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, terdapat 1 Kota dengan indeks pembangunan manusia Tahun 2017 di atas rata-rata Nasional dan Provinsi Maluku yakni Kota Ambon dengan IPM mencapai 79,82 dan masuk kedalam katergori tinggi, serta 1 Kabupaten yang IPM nya berada di atas rata-rata Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dengan IPM mencapai 70,09. Sedangkan 9 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Maluku masih dengan IPM dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Maluku.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Maluku Tahun pada 2018 sebesar 7,27% artinya terdapat kurang lebih 54.891 orang pengangguran dari total angkatan kerja Provinsi Maluku yang kurang lebih 1.200.394 orang, dan persentase tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Berdasarkan tren selama 5 (lima) Tahun 2014-2018, TPT cenderung menurun.  Terdapat 2 Kota dan 1 Kabupaten dengan TPT diatas rata-rata Nasional dan Provinsi Maluku, dan 6 Kabupaten dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Maluku di tahun 2018.
5. Gini Ratio
Gini ratio Maluku Tahun 2018 sebesar (0,326) berada dibawah rata-rata Nasional (0,384). Hal ini menunjukan bahwa ketimpangan yang ada di Maluku masuk pada kategori rendah. Berdasarkan tren gini ratio Maluku dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2014-2018 terlihat mengalami kenaikan dan penurunan dan selalu berada dibawah rata-rata nasional dan masuk pada kategori rendah.  Sebagai contoh pada tahun 2014 gini ratio mencapai 0,350, kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 yakni 0,340.
Berdasarkan data-data capaian tersebut, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan secara maksimal capaian makro ekonomi kedepan antara lain adalah dengan melakukan:
1. Percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia;
3. Deregulasi dan debirokratisasi;
4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok;
5. Mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik; dan
6. Penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, 
(Slide 12)
Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menyusun Rancangan RKP Tahun 2020, yang memiliki arah pembangunan Makro Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Meningkatkan pertumbuhan potensial indonesia;
a. Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan.
b. Penguatan Permintaan Domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional.
2. Menjaga stabilitas makro ekonomi. Menjaga stabilitas harga, eksternal, dan sektor keuangan
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi
a. Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan.
b. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan.
c. Memperluas akses dan kesempatan.
d. Mempertahankan keseimbangan lingkungan.
Oleh karena itu, penetapan tema RKPD Maluku Tahun 2020  diharapkan dapat menjawab isu strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, antara lain:
1. Kemiskinan dan pengangguran
2. Infrastruktur
3. Ketahanan pangan
4. Sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam dan penataan ruang
5. Tata kelola pemerintahan dan kamtibmas
6. Daya Saing SDM
7. Pelayanan dasar
Seyogyanya RKPD Tahun 2020 memuat program dan kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Provinsi Maluku dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengembangkan perekonomian di daerah untuk mengurangi angka kemiskinan; 
2. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan kapasitas tata kelola kelembagaan Pemda;
3. Meningkatkan aksestabilitas yang menghubungan antar daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
4. Mempercepat pemenuhan standar minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah;
5. Memberikan tunjangan khusus pada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan pertanian serta pendamping desa di daerah;
6. Melakukan penguatan regulasi dan pemberian inisiatif kepada swasta untuk membuka lapangan pekerjaan di daerah;
7. Meningkatkan pembangunan infrastuktur di daerah pinggiran, kawasan yang terisolisir seperti di daerah pegunungan;
8. Melakukan pembinaan dan peningkatan SDM; dan
9. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan di daerah.
 Terkait dengan hal tersebut, diharapkan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target makro yang menjadi tanggung jawab Provinsi Maluku.

Hadirin para peserta Musrenbang yang berbahagia, 
(Slide 13-15)
Provinsi Maluku Tahun ini telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu, adapun gambaran umum APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut:
1. Total pendapatan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.203.799.759.626,00 (tiga koma dua trilliun rupiah) dengan perincian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 522.803.030.626,00 (lima ratus dua puluh dua koma delapan miliar rupiah), dana perimbangan sebesar Rp. 2.667.860.689.000,00 (dua koma enam trilliun rupiah), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 3.136.040,00 (tiga koma satu miliar rupiah).
2. Total belanja APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.216.299.759.626 (tiga koma dua trilliun rupiah) dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.628.502.951.899,00 (satu koma enam trilliun rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 1.587.796.807.726,00 (satu koma lima trilliun rupiah). Berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukan bahwa proporsi komponen belanja daerah agregat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 adalah belanja tidak langsung sebesar 51% dn belanja langsung sebesar 49%. Besar harapan saya agar RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 dapat mengarahkan proporsi pendanaan indikatif pada belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, artinya alokasi anggaran dapat dioptimalkan untuk belanja pembangunan.
Berdasarkan laporan kinerja keuangan Provinsi Maluku, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 Provinsi Maluku selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, saya sangat mengapresiasi dan berharap provinsi Maluku dapat mempertahankan dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan ini di tahun-tahun berikutnya.
Terhadap upaya dalam mempertahankan capaian keuangan daerah yang telah dilaksanakan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Provinsi Maluku antara lain sebagai berikut:
1. Efisiensi belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.
4. Mengoptimalkan belanja pegawai yang bersumber dari Belanja Tidak Langsung.
5. Mengurangi Belanja Pegawai dan meningkatkan Belanja Publik.
6. Mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan mendorong dana SiLPA dimanfaatkan untuk penyertaan modal.
7. Melakukan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pengendalian inflasi daerah.
8. Kepatuhan daerah terkait penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Peserta Musrenbang yang berbahagia,
(Slide 16-19)
Provinsi Maluku juga masih menghadapi tantangan lain yang harus mendapatkan perhatian pada beberapa bidang urusan antara lain:
1. Bidang Urusan Kesehatan
a. Jumlah peserta JKN-KIS di Maluku sebanyak 1.325.814 jiwa. Masih ada sekitar 500 ribuan penduduk di Maluku yang belum memiliki jaminan kesehatan dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Selain JKN-KIS secara gratis yang ditanggulangi anggaran dari APBN dan APBD, ratusan ribu jiwa penduduk di Provinsi Maluku juga ikut terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri. Untuk BPJS Kesehatan mandiri ini bisa berasal dari PNS/TNI/Polri dan juga lembaga BUMN serta karyawan perusahaan.
b. Kondisi Luar Biasa (KLB) Stunting. Dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, terdapat 3 Kabupaten di Provinsi Maluku yang menjadi prioritas dalam penurunan Stunting adalah Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bag Barat, dan Kab Kep. Aru, yang termasuk dalam kategori 160 Kabupaten/Kota utama untuk intervensi stunting.
Khusus untuk menangani stunting, terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain:                                            (1) Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi stunting; (2) Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 160 daerah intervensi stunting untuk mendapatkan NIK dan AKTE; (3) Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah; dan (4) Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM dalam dokumen anggaran.
2. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
a. Memaksimalkan program air minum layak yang ditargetkan 100%. Sampai dengan saat ini Capaian akses air minum layak untuk dikonsumsi masyarakat di Provinsi Maluku tahun 2018 sebesar 76,47% meningkat sekitar 8,17% dari sebelumnya tahun 2017 yang sebesar 68,34%. Dengan kondisi yang demikian akses air minum layak di di Provinsi Maluku masih berada diatas rata–rata Nasional yang sebesar 73,68%. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku harus secara terus menerus mengoptimalkan akses air minum layak agar tercapainya 100% capaian akses air baku.
b. Memaksimalkan program air sanitasi layak yang ditargetkan 100%. Sampai dengan saat ini akses sanitasi layak di Provinsi Maluku pada tahun 2018 mencapai 69,05%, jumlah ini meningkat 5,76% dari sebelumnya tahun 2017 yang sebesar 63,29%. Dengan kondisi yang demikian akses sanitasi layak di Provinsi Maluku berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 69,27%.
Guna mendukung pencapaian target tersebut maka tinjak lanjut pemerintah Provinsi Maluku adalah (1) menciptakan lingkungan yang sehat; (2) menciptakan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya; (3) menguatkan prinsip daur ulang; (4) mewujudkan keterpaduan pengelolaan prasarana drainase.
3. Bidang Urusan Sosial
a. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017, jumlah keluarga penerima manfaat beras sejahtera Tahun 2017 di Provinsi Maluku adalah sebanyak 124.448 keluarga penerima manfaat.
b. Alokasi anggaran Bansos Rastra seluruh Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar           Rp 5.030.907.365.000, 00 yang akan disalurkan secara bertahap. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2018, penyaluran Bansos Rastra di Provinsi Maluku sebanyak 1.244.120 Kg per bulan. 

Hadirin yang berbahagia, 
(Slide 20-24)
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan perlu mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Untuk itu, dalam RKPD Provinsi khususnya terkait dengan pembinaan kepada Kabupaten/Kota perlu ditambahkan arahan/kebijakan untuk mengalokasikaan bantuan pendanaan kelurahan. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Pasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Untuk Tahun 2019 dialokasikan sebanyak 8.212 kelurahan pada 410 Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran 3 Trilliun.
Kemudian terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan belanja daerah untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar, serta perlu mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM akan dikenai sanksi administratif, dan bagi yang melaksanakan akan diberikan insentif. Satu catatan yang perlu kita perhatikan bersama atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah bahwa Daerah harus memprioritaskan belanjanya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Selain itu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dalam Permendagri tersebut, beberapa hal pokok yang diatur antara lain adalah:
1. SIPD dikembangkan menjadi e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting;
2. Aplikasi e-Planning daerah harus sesuai dengan persyaratan minimal dan terintgrasi dengan e-Planning SIPD atau menggunakan aplikasi e-Planning SIPD; dan
3. Aplikasi e-Planning harus menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan e-Budgeting.

Hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya, kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam Musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 selaras dengan Rancangan RKP Tahun 2020, RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025, Rancangan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 202 dan RTRW Provinsi Maluku. Hanya dengan komitmen yang tinggi dan bekerjasama dengan melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat, Provinsi Maluku akan dapat membangun dan berkontribusi pada pembangunan Provinsi Maluku.
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Selanjutnya Saya mengucapkan, selamat mengikuti Musrenbang RKPD Tahun 2020 untuk mewujudkan “Maluku Yang Rukun Dan Damai, Adil Dan Demokratis, Serta Maju Dan Sejahtera”.

Sekian dan Terima kasih, 
Wabillahittaufik wal hidayah 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n MENTERI DALAM NEGERI
 DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN





Drs. EKO SUBOWO, MBA.
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